BUPATI HULU SUNGAI TENGAH

PERATURAN BUPATI HULL SUNCGAI TENGAH
NOMOR 54 TAHIUN 2020

TENTANC

PEDOMAN PENCANGEKATAN DAN PEMBERHENTIAN
PEJABAT PENGELOLA YANG DERASAL DARI TENAGA PROFESIONAL
PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH H. DAMANHURI BARABAI

DENCAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

bahwa berdasarkan pasal 4 Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Lavanan
Umum Dacrah menyatakan Ketentuan lebih lanjut
mengenai  pengadaan, persyaratan, pengangkatan,
penempatan, batas usia. masa kerja, hak, kewajiban
dan pemberhentian Pejabat Pengelola dan
pegawai yang  berasal dari tenaga profesional lainnya
diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;

Menimbang

P

b. bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud
dalam huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupat
tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Pejab-
at Pengelola yang Berasal dari Tenaga Profesional pada
Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Dae-
rah H. Damanhuri Barabai.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tfentang
Pembentukan Daerah Tingkat Il di Kalimantan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tabun 1953 Nomor 9,
Tamhahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286,

3. Undang-Undang Momor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan  Negara (Lembaran  NegaraRepublik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
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4, Undong-Undang - Nomar 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksoan Penpelolnan dan Tonppong jawab Keuangan
Negarn (Lembuoran Negam Republike Tdinesia Tahuen 2004
Komor OO, Tambahan  Lemboran  Negam Republik
Tinchonnesin Nooe S04

&, Undang-Undnng Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
(Lembaram Negnrn Hepublik Indonesin Tohun 2000 Nomor

144, Tombahon Lembarnn Negara Bepublik  Indonesia
Nomaor S063);

. Undang-Undang Nomar 44 Tahun 2009 tentang Rumah
Sakit (Lembaran Negarn Republik Indonesia Tahun 2009

Nomor 153, Tambahon Lembaran Negara  Republik
Indoneain Nowor 5072);

7. Undang-Undang  Nomor 23 Tahun 2004  tentang
Pemerintaban  Daerah {Lembaran  Negara  Republik
Indonesin Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
WNomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemeritanhan  Daerah  (Lembaran Negara Repub-lik
Indonesta Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga
Keschatan {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomaor 5607;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tehun 2003 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum [Lembaran
Negara Republik [ndonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Nepara Republik Indonesin Nomor
4502) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah MNomor 23
Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5340i;

10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tabun 2018

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum Daerah;

11.Peraturan Bupati Hulu Sungai Tenag Nomor 440,445/
Tahun 2011 tentang Penetapan Status Pola Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit
Umum Daerah H. Damanhun Barabai;
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Menetapkan :  PERATURAN BUPATI

1.
2.

& o

10.

12, Pernturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor

Tahun tentang, Tatn Kelola Badan Layanan Umum
Daeralh Rumah Sakit Umum Daembh H, Damanhuri
Barnbai Kabupaten Hulu Sungai Tengah;

MEMUTUSKAN :

TENTANG PEDOMAN
PENGANGRATAN  DAN  PEMBERIHENTIAN  PEJABAT
PENOGELOLA  YANG BERASAL  DARI TENAGA
PROFESIONAL PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAT SAKIT UMUM DAERAH.

BAR |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupat! ini vang dimaksud dengan :

Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
Pemerintah Daerah adalah Bupati sebapgai unsur penyelenggara

Pemenintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
vang menjadi kewenangan daerah otonom;

Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Tengah;

Badan Lavanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD
adalah Sistem vang diterapkan ofeh unit pelaksana teknis dinas/badan
daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang
mempunyai feksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sehagai
pengecualian dar ketentuan pengelolaan daesrah pada umnmnya;
Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam peola pengelolaan keuangan
dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan
layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka
memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan
bangsa;

Praktek bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi
berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka
pembertan layanan yang bermmotu, berkesinambungan dan berdaya
saing.

Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah
R3UD H. Damanhuri Barabai.

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai
Tengah.

Tenaga Profesional adalah tenaga profesional lainnya sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5| Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah yaitu
pegawai yang bukan Pegawai Negeri Sipil maupun Pegawai Pemenintah
dengan Perjanjian  Kega (P3K} vang dapat diangkat dan
dipekerjakaan pada BLUD RSUD H. Damanhuri Barabai secara
kontrak,

Pejabat Pengelola BLUD RSUD H. Damanhuri Barabai adalah Pejabat
vang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional dan keuangan
BLUD yang terdiri atas pemimpin, pejsbat keuangan, dan pejabat

telcnis yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku
pada BLUD,
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11, Direktur BLUD RSUD RSUD d:. #_.E:::.__,_::.._ Bambai adalah Pemimpin
RSUD BSUD H. Damanhur.

E.ﬁ___.___._m‘”: Keuangan  adalab ___..:m.._.,_.m._..__ Anpgaran, f_....EE__. Pengguna
Anggaran, Pejobot Penatausahinnn Keuangan, Dendaham Penenimaan,
Hendatarn Pengeluaran, dan Bendahara Pengeluaran PFembantu pada

LD RSULD. .

E.ﬁ...__m.m:",. Teknis  adolab Kepala  Bidang E:E.::: «.____E_F_.a dan
keperawntan dan Kepala Hidang Pevunjang .?___E:____. dan z.,.mz. Medik, 3

14. Pejabat Penpelola heuangan Duerah yang selanjutnya disingkat PPKD
adalah Kepala Satuan Keda Peogeloln Keuangan Daerah (SKPKD) yvang
mempanyal tugas melaksanakan penpelolann APBLD dan berundak
sebagai bendaharn umum daerah.

.Rencana Strategis vang selonjutnyn disebut Renstra adalah dokumen
perencanann BLUD untuk pevinde 5 {lima) tahunan. .

16, Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD
adalah unsur perangkat doerah pada  pemerintah daerab selaku
pengeuna anggaran / pengguna barang.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat
APBED adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang
dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan

Perwakilan Rakyal Daerah, dan diletaphan dengan peraluran daerali.

18. Rencana Bisnis dan Anggaran vang selanjutnya disingkat RBA adalah
dokumen rencana anggaran tahunan BLUD, yang disusun dan
disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran
SKPD.

17.

19, Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang sclanjutnya disingkat REKA
SKPD adalah dokumen perencanaan dari penganggaran yang berisi
rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD
serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD,

20. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yeng selanjutnya disingkat DPA

adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan
yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran.

21. Pengangkatan Tenaga Profesional adalah penetapan Tenaga Profesional
ke dalam kedudukan jabatan tertentu pada BLUD RSUD.

22, Pemberhentian Tenaga Profesional adalah pemberhentian yang
anmwmﬂwwﬁps seseorang tidak lagi menjedi Pegawai pada RLUD

23. Penunjukan adalah cara penempatan pada kedudukan jabatan tertenty
dengan memperhatikan kompetensi/ keahlian, kelangkaan profesi,
pengalaman dan kebutuban BLUD RSUD.

24 Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelavanan kesshatan v
diberikan kepada seseoran . i

g dalam rangka promotif, preventif, kurati
dan rehabilitatif, P preventif, kuratif,

25.5tal Medis adalah Dokter Umum, Dokter Gigi,

: dan Dokter Spesialis
ﬁnu%_..._mu_umﬁuw purnawaktu maupun paruhwaktu di Unit Pelayanan

Mm_,m.E.m Enwﬂmsﬂﬂ_p adalah Perawat dan Bidan yang telah terikat
perjanjian dengan Rumah Sakit maupun yang ditetapkan berdasarkan
surat keputusan penempatan di Rumah Sakit dari pejabat yang
Hiﬁ:mhm dan memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan

perawatan mandin maupun tindakan i i i lai
sy P pendelegasian dari Profesi lain
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Pl 2

Pejabat Pengeloln BLuy  RSUD 1, Dammnhuri  Barabai
bertanggungiawab atns pelaksinaan pemberian lnyinan umum pada
RLUD RSUD terutamn pada aspek manfaat yang dihasilkan.

(RYER]
PEJANAT PENGELOLA

Presat 3

(1) Peabat Pengeloln HLUD KSUL DL Damanhun Baraban yang a::_.._ﬂ
dalam Peraturon Bupati ini adalah Pejabat Pengeiola yang berasal dar
Tenagn Profesional; _

(21 Pejabat Pengelola sebagaimann dimaksud pada ayat (1) meliputi |
a. Direktur BLUD RSUD H. Damanhuri Barabai;

b. Pejabat Keuangan;dan;
¢. Pejabat Teknis.

[3) Pejabar Pengelola sebagaimana dima
diberhentikan oleh Bupati;

{4} Pejabat Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1] huruf b yang
harus berasal dari Pegawa Negeri Sipil;

{5} Direktur BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
bertanggung jawab kepada Bupati;

(6] Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis sebagaimana dimaksud pada
avat {1} huruf b dan huruf ¢ bertanggung jawab kepada Direktur BLUD
RSUD;

ksud pada ayat (1) diangkat dan

Pasal 4

(1) Direktur BLUD RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1)

huruf a mempunyai tugas:

a. Memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan,
dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD RSUD agar lebih
efisien dan produktivitas;

b. Merumuskan penetapan kebijakan teknis BLUD RSUD serta

kewsiiban lainnya sesuei dengan kebijakan yeng telah ditetapkan
oleh Bupat;

c. Menyusun Renstra;
d. Menyiapkan RBA;

¢. Mengusulkan calon pejabat keuangan dan pejabat teknis kepada
Bupati sesual dengan ketentuan;

f. Menetapkan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan BLUD RSUD
selain  pejabat  yang telah  ditetapkan dengan  peraturan
perundangan-undangan;

g Mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan BLUD RSUD yang
dilakukan oleh peiahat kenangan dan pejabat teknis;

h. Mengendalikan tugas pengawasan internal; menyampaikan dan
mempertanggung jawabkan kinerja operasional serta kewangan
BLUD RSUD kepada Bupati; dan;

i.Melaksanakan tugas lainnya yang ditetapkan oleh Bupati sesuai
dengan kewenangannya;
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i 3 i Thagaimana
2) Direktur BLUD RSUD dalam melaksanakan tugas sebagai
" dimaksud padn ayat (1), mempunyai fingsi scbagai penanggung jawab

umum operastonal dari keuangarn,

Prusanl 5

(1) Direktur BLUD RSUD yang berasal dari tenapa profesional tidak dapat
bertindak selaku kunsa pengguna anggaran/koasa penjiuina harang,

(2} Dalam hal. Direktur BLUD RSUD berasal dari tenagn profesional, maka
pejabal keuangan ditunjuk sebagni kunsa penpguna anggaran/ kuasa

pengeuna barang.

Pasal 6

{1} Pejabat teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat {2) huruf ¢
mempunyai tugas:

a. menyusun perencanaan Kegiatan teknis operasional dan pelayanan
dibidangnya; :

b. melaksanakan kegiatan teknis operasional dan pelayanan sesuai
dengan RBA;

c. memimpin dan mengendalikan kegiatan teknis operasional dan
pelavanan dibidangnya;dan -

d. melaksanakan tugas lainnya yang ditetapkan oleh Bupan dan/atau
Direktur BLUD R3SUD sesuai dengan kewenangannya.

(2} Pejabat teknis dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
avat (1) mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab kegiatan teknis
operasional dan pelayanan dibidangnya.

(3] Pelaksaaaan tugas pejabat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1],
berkaitan dengan mutu, standarisasi, administrasi, peningkatan
kualitas sumber daya manusia dan peningkatan sumber daya lainnya.

BAB I
PENCANGHATAN PEJABAT PENGELOLA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 7

(1) BLUD RSUD dapat mengangkat pejabat pengelola dari tenaga
profesional.

(2) Pengangkatan pejabat pengelola dari tenaga profesional sebagaimana
dimalsud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan,
profesionalitas, kemampuan Keuangan dan berdasarkan prinsip
efisiensi, ekonomis dan produktif dalam rangke meningkatkan
pelayanan BLUD RSUD kepada masyarakat.

(3] Pejabat pengelola yang berasal dari tenaga profesional dapat
dipekerjakan secara kontrak,

(4] Pejabat pengelola yang berasal dari tenaga profesional diangkat untuk
masa jabatan paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali
untuk 1 (satu) kali periode masa jabatan berikutnya.

(5] Pengangkatan kembali untuk periode masa jabatan berikutnya paling
Hinget herusia 60 (enam puluh) tahun.
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(6) Pengangkatan pejabat pengeloln dari tenaga profesional sehagaimana
dimaksud pada ayat (1] dilaksannlan berdanarkon kompetensi dan
kebutuhan Prakiek Bisnis yang Sehat,

(7] Kompelensi selingaimani dimaknud pada nvat (1) berupa pengetahuan,
keablinn, keterampilan,  integritas,  Kepemimpinar, pengalaman,
dedikasi dan sikap perilaku yang diperiukan dalom pelaksanaan tugas

jatwatainyi,

Panal B

(1) Direktur BLUD RSUD W damanhure Harabai dhangkat  dan
diberhentikan aleh Bupadti.

2] Pejabat Teknis diangknt dan diberhentikan oleh Bupati atas usul
Direktur BLUD RSUD 1, damanhuri Barabai.

(3) Dikecunlikan dari kelentuan sebagnimana dimaksud pada ayat (2
dalam hal terdapat kekosongan jabatan Direkwar BLUD RSUD H.
damanhuri Barabai, maka pengangkatan dan pemberhentian Pejabat
Teknis diusulkan oleh Kepala Dinas Keschatan,

Pasal 9

(1) Direktur BLUD RSUD H. damanhuri Barabai bertanggung jawab
kepada Bupati.

(2] Pejabat Teknis bertanggung jawab kepada Direktur BLUD R3UD H.
damanhuri Barabai.

Bagian Kedua
Persyaratan Jabatan

Pasal 10

(1) Persyaraman tenaga professional untuk dapat diangkat sebagai Direktur

BLUD RSUD H. Damanhuri Barabai vaitu:

a. Tenaga medis yang memiliki pengetahuan, keahlian, keterampilan,
integritas, kepemimpinan, pengalaman, dedikasi dan sikap perilaku
vang dibutuhkan dalam pelaksanaan praktek bisnis yang sehat pada
BLUD RSUD;

b. Cakap melakukan perbuatan hukum dan tidak pernah menjadi
pimpinan /pengurus perusahaan yang dinyatakan pailit;

c. Bersedia berhenti dari jabatan/pekerjaan lain yang berpotensi
menimbulkan perténtangan kepentingan dan/atau bertentangan
dengan pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan sebagai Direktur
BLUD RSUD apabila ditetapkan menjadi Direktur BLUD RSUD:

d. Sanggup menjalankan Praktek Bisnis yang Sehat pada BLUD RSUD;

- Berusia paling tinggi 60 {enam puluh) tahun;
i. Diketualikan dari ketentuan pada huruf e apabila memenuhi kondisi
tertentu, vaitu;

1} Memiliki kompetensi /keahlian tertentu dan/atau pengalaman
dalam manajemen tata kelola rumah sakit;

2) ._.n_duv,mﬁ kekosongan jabatan Direktur BLUD RSUD dalam masa
transisi perubahan struktur organisasi yang disebabkan oleh
perubahan peraturan perundang-undangan;

3] Proses seleksi tidak menghasilkan calon Direkiur BLUD RSUD
yang memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan ; dan/atan

e
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4) Berdasarkan  pertimbangan - obyekiir innyn dalam rangka
mewtjudkan  penyelenggarann funps organisasl sesuad
Laidah-knidah manajemen vang bailk dalam mngkn pemlwerian
Layanan yang bermutu, berkesinambungan don berdayasoing,

(2] Pengangkatan tenaga profesionnl sebaganl Direkiur BLULD RSUD oleh
Bupati dengan pengecunlinn persyarnton selopaimanin dimiksud pada
avad (1] huruf Fdilokukan melabui penunjukan,

(3) Pengangkatan tenagn profesionnl sebogal Divekiur BLUD RSUD dengan
pengecualian persyaraton schagnimang dimakasad padn ayat (2) hanya
dapat dilnkukan watuk 1 {satu) kali nnsa jabatan,

(4} Persyaratan tenaga profesional untuk dapat dinnpkat sebagm Pejubat
Teknis BLUD RSLD vaitu:

a. Berprofesi sebagni dokter atou dokler gigh ntnu sarjana kesehatan

yang memiliki  pengetahuan, keahlian, keterampilan, integritas,

pengalaman, dedikasi dan sikap perilaku yang dibutubkan dalam
pelaksanaan prakick bisnis yang sehat pada BLUD RSUD,

. Berkelakuan baik dan memiliki dedikasi untuk mengembangkan

usaha guna kemandirian BLUD RSUD,

¢. Bersedia berhenti dari jabatan pekerjaan lain di luar BLUD RSUD

apabila ditetapkan menjadi Pemimpin BLUD RSUD;

d. bersedia membual sural pernyataan hesanggupan untuk

menjalankan praktek bisnis yang sehat pada BLUD RSUD,

e. sudah pemmah atan sedang bekerja di BLUD RSUD;

{. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun,

b

Bagian Ketiga
Tata Cara Pengangkatan
Paragraf 1

U
Pasal 11

Pengangkatan pejabat pengelola dari tenaga professional sebagaimana

dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) dapat dilaksanakan melalui Seleksi
atay Penunjukan.

Paragraf 2
Seleksi

Pasal 12

(1) Pengangkatan pejabat pengelola dari tenaga profesional melalul seleksi
dilaksanakan dengan pembentukan kepanitiaan yang terdiri dari -
a. Panitia Seleksi;
b. Sekretariat.

{2} Panitia Selcksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a  terdid
dari unsur BLUD RSUD, dan Perangkat Daerah terkait sesuai
kebutuhan,

(3] Sekretarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdin dari
unsur BLUD RSUD,

[4] Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat {2) Mempunyai tugas
sebagai berikut:
a. menetaphkan persyaratan dar tata cara seleksi;

b. mengumumkan pelaksanaan seleksi;
¢. melaksanakan seleksi;
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d. mengumumkan hasil seleksi; dan
e. melaporkan pelaksanann tugasnya kepada Bupati,

(5] Sekretarint sebagaimana dimaksud pada ayal (3) mempunyai tugas
membantu pelaksanann gns Panitin Selelsi yang bashnitan derigan
penvelengearman andministrost proses seleksi

{6) Panitin Selekst don Sekretarit sebagnimang dimaksud padn ayat (1]

ditetapkan dengan keputusan Bupati,
Pasal 13

Selekst dalam rangkn penganglatnn pejnbit pengelola dari tenaga
professional meliputi tnhapan:
a. Pengumuman;

b. Pendaftaran pelamar;
¢. Pelaksanaan seleksi; dan
d. Pengumuman hasil seleksi.

Pasal 14

(1) m.n__wru#:ﬁ:: seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf ¢
melipuali;

a. Seleksi Administrasi;
b. Uji Relayakan dan Kepatutan [UKK); dan
c. Wawancara,

|2} Dalam pelaksanaan tahapan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1}, Panitia Seleksi dapat bekerja sama dengan Perguruan Tingg,
dan/atau Lembaga lain yang profesional dan kempeten.

Paragraf 3
Penunjukan

Pasal 15

(1) Dalam kedudukannya sebagai penanggung jawab kebijakan
penyelenggaraan pelayanan umum, Bupati berwenang menunjuk
tenaga profesional sebagai pejabat pengelola pada BLUD RSUD H.
damanhuri Barabai.

|2) Penunjukan tenaga profesional sebagai pejabat pengelola pada BLUD
RSUD dilaksanakan berdasarkan pertimbangan untuk mewujudkan
layanan umum yang efektif, efisien, ekonomis, transparan dan
bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan
dan manfaat sejalan dengan Prakiek Bisnis vang Sehat.

(3] Disamping pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2],
penunjukan tenaga profesional sebagai pejabat pengelola pada BLUD
R3UD oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada avat (1) dilaksanakan
sesuai urgensi, kebutuhan dan adanya kondisi tertentu.

BAB IV
PEMBERHENTIAN PEJABAT PENGELOLA

Pasal 16

(1) Pejabat Pengelola pada BLUD RSUD berhenti/diberhentikan karena:
a. Meninggal dunia;
b. Berhalangan tetap selama 3 (tiga) bulan berturut-turut;
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e Tidak  melaksanakan  tugns  dan  kewajibannya  dengan  baik
berdasarkan rekomendasi Dewan Pengawas; :

d. Melanggar  visi, misi, kode etik, peraturan  kepegawaian atau
ketentuan-ketentunn lnin yong telah ditetnplan;

e, Terbukti tangkngp jnbatan; ; |

. Mengundurkan din dengan alnsan yoang dapat ditenima sesual
dengan ketentunn yong berlnku; dan/atau

£ Mijatuhi hukoman pidann berdasarkan  putusan pengadilan yang
telah memiliki kekuntan hukum tetap,

(2) Dalam hal terdapat perubahan struktur organisasi pada BLUD RSUD
H. damanhur Barabni, Pejubat Pengelola BLULD KSULE H. .._E.__.E:-__.:J
Barabai diberhentikan oleh Bupali dan dapat diangkat kembali sesuai
ketentunn peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17

(1] Pemberhentian Pejabat Pengelola BLUD RSUD sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 17 ayat {1) dilakukan melalui usulan Kepala Dinas kepada
Bupati.

(2) Dikecualikan dari ketentuan pada ayat (1) untuk alasan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f.

{3} Tata cara pemberhentian pejabat pengelola sebagaimana dimaksud
ayat (2) sebagai berikut.

a. Untuk jabatan Direktur BLUD RSUD dengan cara mengajukan
permohonan pengunduran diri kepada Bupati melalui Kepala Dinas;

b. Terhadap pengajuan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Dinas melakukan klarifikasi dan analisa sebagai
pertimbangan untuk penyampaian usulan penetapan pemberhentian
Direktur BLUD RSUD kepada Bupati;

c. Untuk jabatan Pejabat Teknis dilakukan dengan ecara mengajukan
permohonan pengunduran diri kepada Bupati melalui Direktur
BLUD RSUD dengan tembusan Kepala Dinas;

d. Terhadap pengajuan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada
huref ¢, Direktur BLUD RESUD H. damanhuri Barabai melakukan
klarifikasi dan analisa sebagai pertimbangan untuk penyampaian
usulan penetapan pemberhentdan Direktur BLUD RSUD H.
damanburi Barabai kepada Bupati melalui Kepala Dinas.

BABV
HAK DAN KEWAJIBAN PEJABAT PENGELOLA

Pasal 18

(1) Pﬁ.u.mw_m.._" pengelola berhak mendapatkan remunerasi yvang meliputi:
a. .mﬁ.._#.u___mun bersifat tetap setiap bulan;
b. ﬂxuﬂ._numwn: tetap, insentif dan bonus yang bersifat tambahan:
&, pegawaian  loinnya  sesuai  ketent
perundang-undangan, sl s
(2) Pejabat pengelola wajib melaksanakan tugas dan fungsi jab
. tan
serta mematuhi semua ketentuan peraturan ﬂﬂ.:amﬂnmﬁ.:ﬂ_nuﬁ.
EQEE__ n_nunmn-uma_n_.nnmwmiﬂ: tata Kelola BLUD RSUD serta
menjalankan prineip Praktek Bienis yang Schat.
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KETENTUAN PENUTU
Pasal 19
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tangeal diundanghkan.
Agar setinp orang mengetahuinya, memerintahkan  pengundangan

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Dacrah
kabupaten Hulu Sungai Tengah,

Ditetapkan di Barabai
Pada Tanggal 4 § NOY 20N

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH

Diundangkan di Barabai
pada tanggal .._m. ;..E u.n_"m_u

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEIJHULU SUNGAI TENGAH,

FAKHMANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUN
NOMOR 1} GAI TENGAH TAHUN 2020
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